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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN  2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN 

PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang, beberapa ketentuan 

dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pencalonan 

Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota perlu diubah; 
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan 

atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

5 Tahun 2015 tentang PengawasanTahapan Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 

  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan 
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Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota(Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 776); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2015 

TENTANG PENGAWASANTAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan 

Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 776), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan huruf a Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota 

melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon 

Pemilihan, terhadap: 

a. pelaksanaan pendaftaran pasangan calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan 

Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil 

Walikota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi 

atau KPU Kabupaten/Kota;  

b. pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon 

Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, 

gabungan Partai Politik, dan Pasangan Calon 

perseorangan; dan  
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c. terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan 

dalam tahapan pendaftaran pasangan calon 

Pemilihan. 

  

2.  Ketentuan huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h Pasal  4 

diubah dan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat  yakni ayat 

(2) dan ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan 

pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang 

dilaksanakan oleh KPU Provinsi KPU 

Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwas 

Kabupaten/Kota memastikan: 

a. pengumuman pendaftaran pasangan calon 

dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan 

ketentuan mengenai tata cara pengumuman;  

b. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan 

berkas pendaftaran calon sesuai dengan 

prosedur; 

c. waktu pendaftaran pasangan calon sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

d. pelaksanaan verifikasi administrasi dan 

verifikasi faktual kebenaran persyaratan 

pendaftaran pasangan calon sesuai dengan 

prosedur; 

e. petugas pendaftaran pasangan calon bersikap 

netral dan tidak berpihak;  

f. petugas memberikan tanda terima berkas 

pendaftaran; 

g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 

menindaklanjuti masukan dan tanggapan 

masyarakat atas Pasangan Calon; dan 

h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 

melaksanakan putusan sengketa Pemilihan dan 
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putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

(2) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu 

Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan 

pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen 

pendaftaran pencalonan. 

(3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan 

kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen 

pendaftaran pencalonan. 

 

3.  Ketentuan Pasal 5 huruf d, huruf f, dan huruf h diubah 

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses 

pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan 

oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, 

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota 

memastikan:   

a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya 

mendaftarkan 1(satu) pasangan calon; 

b. pasangan calon yang diusulkan oleh Partai politik 

atau gabungan partai politik tidak diusung 

dan/atau didaftarkan oleh partai politik/gabungan 

partai politik lain; 

c. Partai politik atau gabungan Partai Politik 

mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi 

persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua 

puluh persen)  dari jumlah kursi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) 

dari akumulasi perolehan suara sah dalam 

Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, di daerah yang 

bersangkutan; 
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